
 

 

Nomor : 094/I.11/A/2024  Yogyakarta, 01  Rabiulakhir 1446 H 

Lamp : 1 Bundle  04    Oktober    2024 M 

Perihal : Permohonan Narasumber  

    

Yth.   Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. 

   Pengurus MHH PP Muhammadiyah 

   di Tempat 

  
 

As-Salāmuʿalaikum Wr.Wb. 
 

Bersama ini, kami menyampaikan bahwa Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah akan melaksanakan kegiatan Workshop & Training of Trainners 

Sekolah Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan diselenggarakan pada: 

Hari/Tanggal : Sabtu – Ahad, 5–6 Oktober 2024 

Waktu : 08.30 – Selesai  

Tempat : Universitas Muhammadiyah Bandung 

Jl. Soekarno – Hatta No. 752, Cipadung Kidul, Panyileukan,  

Kota Bandung, Jawa Barat. 

 

Sehubung dengan hal tersebut, maka kami mengundang Bapak untuk menghadiri 

dan menjadi pemateri pada kegiatan tersebut.  

 

Demikian undangan ini kami sampaikan beserta Term of Reference (ToR) kami 

lampirkan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. 

 

Naṣrun min Allāhu wa fatḥun qarīb  

Was-Salāmuʿalaikum Wr. Wb. 

 

 
 

Tembusan 

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta/Jakarta  

Ketua 
 
 
 

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. 
NBM : 834930 

Sekretaris 
 
 
 

Dr. Muhammad Alfian DJ, S.H.I., M.H. 
NBM : 832039 



 

 

TERM OF REFERENCE 

WORKSHOP & TRAINING OF TRAINNERS SEKOLAH HAK ASASI MANUSIA 

MAJELIS HUKUM & HAM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  

BANDUNG, 5 – 6 OKTOBER 2024 

 

 

1. KERANGKA PEMIKIRAN 

• Setiap manusia pasti mempunyai hak-hak dasar dalam kehidupannya dan hak-hak dasar itu sudah 

ada sejak manusia itu lahir. Selain itu, hak-hak dasar tersebut sudah diakui secara universal. Hak-

hak dasar tersebut dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya HAM, maka setiap 

manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum, sehingga manusia bisa terlindungi 

dari berbagai macam tindak kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan sebagainya. 

• Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip dasar yang menjamin hak-hak individu dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak sipil dan politik, hak ekosob, serta hak atas 

pembangunan menjadi landasan bagi negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. HAM tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun. Negara dan 

pemerintah setempat juga bertanggung jawab melindungi, menghormati, menjamin, dan membela 

HAM bagi setiap warga negara dan penduduknya. 

• Pendidikan hak asasi manusia ini merupakan proses pembelajaran guna membina pengetahuan, 

serta kesadaran atas HAM bagi setiap individu agar dapat memperjuangkan haknya dan juga hak 

orang lain. Pendidikan HAM ini bertujuan memberikan informasi, sosialisasi dan penyuluhan 

mengenai hak asasi manusia dengan harapan munculnya kesadaran bahwa setiap manusia 

memiliki harkat dan martabat yang wajib dipenuhi, dihormati dan dilindungi oleh negara. 

• Penting bagi kita semua untuk memahami konsep HAM ini agar dapat membangun masyarakat 

dan negara yang lebih adil dan berkeadilan. 

 

 

2. TUJUAN 

• Mendorong komitmen bersama dalam upaya pengarusutamaan Hak Asasi Manusia sebagai salah 

satu jalan dakwah Muhammadiyah; 

• Meningkatkan kapasitas kader dalam upaya pengelolaan Sekolah Hak Asasi Manusia, di 

lingkungan Muhammadiyah; dan  

• Meningkatkan kapasitas kader dalam upaya pemantauan, pemajuan dan advokasi Hak Asasi 

Manusia. 

https://tirto.id/konsep-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-gSYz
https://tirto.id/konsep-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-gSYz


 

 

3. WAKTU & TEMPAT 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Sabtu – Ahad, 5 – 6 Oktober 2024 

Tempat  : Universitas Muhammadiyah Bandung 

 

 

4. PESERTA 

1. PDM se-Jawa Barat 

2. Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah   

3. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Jawa Barat   

4. PWA Jawa Barat 

5. Majelis Hukum dan HAM PDM se-Jawa Barat 

6. Perwakilan Universitas Muhammadiyah Bandung 

7. Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

8. Perwakilan Universitas Muhammadiyah 

9. Perwakilan Universitas Muhammadiyah Cirebon 

10. Perwakilan Universitas ‘Aisyiyah UNISA Bandung 

11. Perwakilan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 

12. Perwakilan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya 

13. Perwakilan Universitas Muhammadiyah Cileungsi 

14. Perwakilan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon 

15. Perwakilan Universitas Muhammadiyah Kuningan 

16. Perwakilan Universitas Muhammadiyah Kuningan 

17. Perwakilan Universitas Muhammadiyah 

18. Perwakilan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah Ciamis 

19. Perwakilan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Staida Muhammadiyah Garut  

 

 

5. MATERI 

1. Sejarah Perkembangan HAM: Piagam Madinah Hingga Deklarasi HAM 

2. Konteks HAM dan Syariah 

3. Prinsip HAM dalam DUHAM 

4. Hak Sipil Politik 

5. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 



 

 

6. Hak Atas Pembangunan 

7. HAM dalam Konteks Indonesia 

8. Identifikasi Pelanggaran Hak Sipol  

9. Identifikasi Pelanggaran Hak EKOSOB 

10. Identifikasi Pelanggaran Hak Atas Pembangunan 

11. HAM Versi Muhammadiyah 

 

 

 

6. NARASUMBER & FASILITATOR 

A. Narasumber dan Fasilitator MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

B. Narasumber dan Fasilitator MHH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat 

C. Narasumber eksternal 

 
 

7. SUSUNAN ACARA 

Bandung, 5 – 6 Oktober 2024 

Waktu Agenda 
Narasumber/ 

Fasilitator 

Sabtu, 5 Oktober 

07.00 – 08.00 Registrasi 
Panitia 

08.45 – 12.00 Pembukaan Workshop & TOT Sekolah HAM 

• Laporan Ketua Majelis Hukum & HAM 

PW Muhammadiyah (Ujuh Juhana, S.H., 

M.H.) 

• Sambutan Rektor UM Bandung (Prof. 

Dr. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU.) 

• Sambutan Ketua PWM Jawa Barat (Prof. 

Dr. H. Ahmad Dahlan, M.Ag.) 

• Sambutan Ketua Majelis Hukum HAM 

PP Muhammadiyah (Dr. Trisno Raharjo, 

S.H., M.Hum) 

Venue: 

Aula Ruang 203  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Pengantar sekaligus membuka Workshop 

& TOT Sekolah HAM (Dr. M. Busyro 

Muqoddas, S.H., M.Hum) 

• Pandangan Umum pemajuan HAM di 

Indonesia  

(USAID*, Uni Eropa, Komnas HAM)* 

12.00 – 13.00 Ishoma   

13.00 – 14.30 Sesi 1  

 Diskusi Panel 1 

1. Konteks HAM dan Syariah 

2. Prinsip HAM dalam DUHAM, dan HAM 

Versi Muhammadiyah (HAM Substantif) 

Narasumber: 

1. KH. Dr. Dadang Syarifudin, M.A. 

2. Prof. DR. Dr. Hafidz Abbas  

(anggota Komnas HAM 2012-

2017) 

 

Moderator/Fasilitator: 

Ujuh Juhana, S.H., M.H. 

14.30 – 15.30 Istirahat, coffee break, shalat asar  

15.30 – 18.00 Sesi 2  

 1. Teori HAM 

a) Teori Hak-Hak Kodrati 

b) Teori Positivisme 

c) Teori Universalisme 

d) Teori Relativisme Budaya 

2. Tiga Generasi HAM dan Kewajiban 

Negara 

3. Prinsip-Prinsip HAM 

a) Prinsip Kesetaraan 

b) Prinsip Non Diskriminasi 

Narasumber: 

1. Dr. Maneger Nasution, M.H., 

M.A. 

 

 

2. Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, 

S.H., M.H. 

3. Dr. H. Bambang Widjojanto, 

S.H., M.H. 

 



 

 

4. Instrumen HAM internasional dan 

mekanisme pemantauan HAM 

4.  Prof. Dr. Anton Munardi, S.IP., 

S.H., M.Ag., M.A (MHH PWM 

Jabar) 

 

 

Moderator/Fasilitator: 

Inna Junaenah 

18.00 – 20.00 Makan malam 

Shalat Magrib dan Isya 

 

20.00 – 22.00 Sesi 3  

Rapat Koordinasi Majelis Hukum dan Hak 

Asasi Manusia PDM se-Jawa Barat 

Dipandu oleh Ketua dan Sekretaris MHH 

PWM Jawa Barat 

Setiap MHH PDM menyiapkan 

bahan pembicaraan tentang 

permasalahan hukum di daerah 

secara umum dan rencana program 

 

Ahad, 6 Oktober 
 

08.30 – 10.15 Sesi 1  

 1. Analisis Politik Hukum terhadap 

Penegakan HAM Nasional dan 

Internasional 

 

2. HAM dalam Konteks Indonesia dan 

mekanisme penegakkan dan pemantauan 

HAM 

3. Mekanisme Mengawal Distribusi Lahan 

yang Berkeadilan sebagai Penunjang 

Pemenuhan Kepentingan Publik melalui 

Pendaftaran dan Penetapan Peruntukan 

Lahan  

1. Dr. Robertus Robet, MA. 

(Sosiolog Universitas Negeri 

Jakarta dan anggota tim evaluator 

editorial Tempo); 

2. Dr. Suparman Marzuki, S.H., 

M.Si. (Ketua Komisi Yudisial 

2010-2015) 

3. Bambang Saputro, S.Sos, S.H, 

M.H. (Kepala Seksi Pengendalian 

dan Penanganan Sengketa Kantor 

Pertanahan Kota Bandung) 



 

 

10.15 – 10.30 Coffee Break  

10.30 – 12.00 Sesi 2  

 A. Pengantar Dinamika Kelompok 

(Mengidentifikasi dan Menganalisa 

Pelanggaran dan Kegagalan Pemenuhan 

HAM di Indonesia) 

 

 

B. Dinamika Kelompok: 

Simulasi Mengidentifikasi dan  menganalisa 

pelanggaran dan kegagalan Pemenuhan HAM 

di Indonesia 

1. Identifikasi Pelanggaran Hak Sipil dan 

Politik 

2. Identifikasi Pelanggaran Hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya. 

3. Identifikasi Pelanggaran Hak Atas 

Pembangunan 

 

Narasumber: 

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., 

Ph.D. (Ketua Ombudsman RI) 

 

Fasilitator: 

1. Satria Unggul Wicaksana 

Prakasa, S.H., M.H. 

2. Bisman Bakhtiar, S.H., M.H., 

M.M 

3. Virgo Sulianto Gohardi, S.H. 

4. M. Ilham F Putuhena, S.H., M.H 

5. Ujuh Juhana, S.H., M.H. 

6. Agung Rachmat Hidayat, S.H. 

7. Inna Junaenah, S.H., M.H., PhD. 

12.00 – 13.00 Istirahat – Makan Siang  

13.00 – 14.45 Simulasi Isu HAM di Daerah   

 A. Teori Advokasi dan Metode 

Pendidikan/diseminasi HAM 

 

B. Dinamika Kelompok 

 

• Diagnosis Kegagalan Pemenuhan dan 

Pelanggaran HAM dan Strategi Advokasi 

• Metode Diseminasi HAM (mendorong 

sistem integrasi pendidikan/pelatihan 

HAM terhadap AUM) 

• Strategi Penguatan Masyarakat dan 

Jejaring  

• Tabel Rekomendasi RTL 

Narasumber: 

Prof. Atip Latipulhayat, S.H., M.H., 

Ph.D. (Dekan Fakultas Hukum 

Unversitas Padjadjaran) 

 

Fasilitator: 

1. Satria Unggul Wicaksana 

Prakasa, S.H., M.H 

2. Bisman Bakhtiar, S.H., M.H., 

M.M 

3. Virgo Sulianto Gohardi, S.H 



 

 

4. M. Ilham F Putuhena, S.H., M.H 

5. Ujuh Juhana, S.H., M.H 

6. Agung Rachmat Hidayat, S.H. 

7. Inna Junaenah, S.H., M.H., PhD. 

14.45 – 15.00 Coffee Break  

15.00 – 15.30 Refleksi dan Penutupan  

 

 

 



HAM UNTUK ADVOKASI 
PARALEGAL

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.
Wakil Ketua III MHH PP

Materi disampaikan dalam Pelatihan Paralegal 
Selasa,15 Oktober 2024 di Universitas Semarang



APAKAH HAM ITU?



KONSEP DASAR HAM

• Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak 

lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Bahkan ada hak yang diperoleh sebelum 

lahir atau sesudah mati. 

• Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena 

ia manusia. 

• Ketika tidak ada hukum atau tidak ada negara yang mengatur tentang HAM, 

apakah HAM masih ada? 

• HAM bersifat Universal => lintas agama, suku, bangsa, ras, jenis kelamin, letak 

geografis, dll

• HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun



PENGERTIAN HAM MENURUT UU NO. 
39 TAHUN1999 TENTANG HAM

• Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan 

keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerahnya, yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia (Pasal 1)



SEJARAH HAM

Teori 
Hukum 
Kodrati

• Thomas 
Aquinas

Teori Hak  
Kodrati

• Hugo De Groot, 

• John Locke

Contract 
Social

• Perlindungan terhadap 
individu dan pembatasan 
terhadap kekuasaan

Instrumen 
HAM 

International

• Universal 
Declaration of 
Human Rights 

John Locke mengatakan 

“semua individu dikarunia 

oleh alam hak yang melekat 

atas hidup, kebebasan dan 

kepemilikian yang 

merupakan milik mereka 

sendiri dan tidak dapat 

dicabut atau dikurangi oleh 

negara”



UNIVERSAL DECLARATION OF 
HUMAN RIGHTS

• Setelah berakhir Perang Dunia II terbentuklah PBB th 1945. 

• Tgl 10 Desember 1945 dicetuskan UDHR

• UDHR sebagai “a common standard of achievement for all people and all 

nation”

• Suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa. 

• Teori Hak Kodrati berjasa menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum 

yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma 

hak asasi manusia internasional



PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM

• Menurut Karel Vasak, ahli hukum dari Perancis , 

perkembangan pemikiran HAM terbagi dalam 3 

generasi

• Generasi Pertama (kebebasan) => liberte

• Generasi Kedua (persamaan) => egalite

• Generasi Ketiga (persaudaraan) => fraternite



GENERASI PERTAMA

• KEBEBASAN : mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni HAM 

yang “klasik”

• Muncul karena ada tuntutan untuk melepaskan diri dari 

kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial 

lainnya. 

• Revolusi Inggris, Amerika dan Perancis, di abad 17-18.

• Tujuannya : melindungi kehidupan pribadi manusia atau 

menghormati otonomi setiap orang atas dirinya.  



• Contoh HAM generasi pertama :

• Hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka 

dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, 

• kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk 

berkumpul, dan menyatakan pikiran,

• hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, 

hak bebas dari penyiksaan,

• hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan 

proses peradilan yang adil. 



• HAM generasi pertama : disebut hak NEGATIF.

• Menuntut ketiadaan intervensi dari pihak luar (negara atau 

kekuatan2 sosial lainnya).

• Pemenuhan hak ini sangat tergantung pada absen atau 

minusnya tindakan negara thd hak2 tersebut.



GENERASI KEDUA

• PERSAMAAN : diwakili oleh perlindungan bagi hak2 ekonomi, 

sosial dan budaya. 

• Hak2 ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan 

pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari 

makan sampai pada kesehatan. 

• Negara bertindak AKTIF agar hak2 tersebut 

terpenuhi./tersedia.

• Bahasa positif : “hak atas” (right to) bukan bahasa negatif : “bebas 

dari” (freedom from). 



• Contoh hak generasi kedua :

❖Hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, 

hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, 

❖hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang 

sehat dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan 

dan kesenian

• Hak generasi kedua merupakan tuntutan akan persamaan sosial. (Hak-

hak Positif). Membutuhkan peran aktif negara (plus) untuk membuat 

program dan kebijakan guna memenuhi hak2 tersebut. 



GENERASI KETIGA

• PERSAUDARAAN diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas atau hak-hak 

bersama.

• Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara2 berkembang atau  Dunia Ketiga 

atas tatanan internasional yang adil.

• Terciptanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi 

terjaminnya hak2 berikut :

❖ Hak atas pembangunan, hak atas perdamaian,

❖ hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, 

❖ hak atas warisan  budaya sendiri 



PRINSIP HAM

P
ri

n
si

p
 H

A
M

Universality
Semua memiliki hak 

yg sama

Indivisibility
Tidak terbagi/Semua 

hak sama penting

Interdependent Saling bergantung

Interrelated Saling terkait

Equality setara

Non-Discrimination

Langsung

Tidak Langsung

Human Dignity Martabat Manusia

State’s Responsibility
Tanggungjawab 

Negara



UNIVERSALISME DALAM 
HAK ASASI MANUSIA

• Teori universalisme berpandangan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, 

berlaku bagi semua orang tanpa memandang perbedaan budaya, agama, atau latar 

belakang sosial. 

• Para pendukung universalisme berargumen bahwa hak-hak dasar seperti hak 

untuk hidup, kebebasan, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan dari 

penyiksaan, adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka 

manusia. Hak-hak ini tidak dapat dikompromikan atau dibatasi oleh nilai-nilai 

budaya lokal atau tradisi.

• Pandangan ini sering dikaitkan dengan dokumen-dokumen internasional seperti 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Universalisme menekankan bahwa prinsip-prinsip 

HAM bersifat absolut dan harus ditegakkan secara global, terlepas dari konteks 

budaya atau politik lokal.



RELATIVISME BUDAYA 
DALAM HAK ASASI MANUSIA

• Di sisi lain, teori relativisme budaya menekankan bahwa hak asasi 

manusia harus dilihat dalam konteks budaya masing-masing 

masyarakat. Setiap budaya memiliki nilai, norma, dan sistem etika yang 

berbeda, dan penerapan HAM seharusnya mempertimbangkan 

keanekaragaman ini.

• Menurut pendekatan ini, standar universal HAM bisa tidak sesuai dengan 

realitas sosial dan budaya dari banyak masyarakat di dunia. Oleh karena 

itu, relativisme budaya menolak gagasan bahwa ada satu standar hak asasi 

manusia yang berlaku bagi semua, melainkan mengakui bahwa setiap budaya 

berhak menentukan caranya sendiri dalam memahami dan melindungi hak 

asasi manusia.



KEWAJIBAN NEGARA DALAM HAM

• Kewajiban negara dalam Hak Asasi Manusia (HAM) adalah 

tanggung jawab negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi 

hak-hak asasi setiap individu yang berada dalam yurisdiksinya. 

• Negara sebagai pemegang kekuasaan wajib bertindak sebagai pelindung 

utama hak-hak dasar warganya sesuai dengan instrumen hukum nasional 

maupun internasional.



Kewajiban Negara

To Respect

To Protect

To Fulfill



1. Kewajiban untuk Menghormati (Obligation to Respect)

• Kewajiban menghormati berarti negara harus menahan diri 

dari melakukan tindakan yang secara langsung mengganggu atau 

merusak hak-hak asasi manusia. Negara tidak boleh membuat 

atau memberlakukan kebijakan atau tindakan yang melanggar 

HAM individu atau kelompok.



2. Kewajiban untuk Melindungi (Obligation to Protect)

• Kewajiban melindungi berarti negara bertanggung jawab 

melindungi individu dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 

pihak ketiga, seperti individu lain, perusahaan, atau entitas non-

negara. Negara harus mengambil langkah-langkah yang efektif 

untuk mencegah, menyelidiki, menuntut, dan menghukum 

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga.



3. Kewajiban untuk Memenuhi (Obligation to Fulfill)

• Kewajiban memenuhi berarti negara harus mengambil 

langkah-langkah yang proaktif untuk memastikan bahwa hak asasi 

manusia dapat direalisasikan dan dinikmati oleh semua individu. 

Hal ini mencakup tanggung jawab negara untuk menyediakan 

sarana dan layanan yang memungkinkan individu menikmati hak-

hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan, dan kehidupan yang layak.



INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL

Universal Declaration of 
Human Rights

Internasional Covenant 
on Civil and Political 

Rights 

International Covenant 
on Economic, Social 
and Cultural Rights

CERD (Convention on 
Elimination of All 
Forms of Racial 
Discrimination)

CEDAW (Convention 
on the Elimination of 

All Forms of 
Discrimination Against 

Women

CAT (Convention 
Against Torture and 

Other Cruel, Inhuman 
or Degrading 
Treatment or 
Punishment)

CRC (Convention on 
the Rights of The Child)

MWC (Convention on 
the Protection of the 
Rights of All Migrant 

Workers and Members 
of Their Families), 



INSTRUMEN HAM NASIONAL

UUD NRI 1945
UU NO. 39 

TAHUN 1999 
Tentang HAM

UU NO. 26 
TAHUN 2000 

Tentang Pengadilan 
HAM

UU No. 11 Tahun 
2005 tentang 
Pengesahan 

ICESCR

UU NO. 12 
TAHUN 2005 

Tentang 
Pengesahan ICCPR

UU NO. 29 
TAHUN 1999 

tentang 
Pengesahan CERD

UU NO. 7 TAHUN 
1984 tentang 
Pengesahan 
CEDAW

UU NO. 5 TAHUN 
1998 tentang 

Pengesahan CAT



HAK 

ASASI 

MANUSIA

BAB XA. HAK ASASI MANUSIA

membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan, hak anak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi

(Pasal 28B) **

mengembangkan diri, mendapat 

pendidikan, memperoleh manfaat dari 

IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri 

secara kolektif

(Pasal 28C) **

kebebasan memeluk agama, 

meyakini kepercayaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal, kebebasan berserikat, 

berkumpul dan berpendapat 

(Pasal 28E) **

berkomunikasi, memperoleh, 

mencari, memiliki, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan  

informasi, 

(Pasal 28F) **

pengakuan yang sama di hadapan 

hukum, hak untuk bekerja dan 

kesempatan yg sama dalam 

pemerintahan, berhak atas status 

kewarganegaraan 

(Pasal 28D) **

hidup sejahtera lahir dan batin, 

memperoleh pelayanan kesehatan,  

mendapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan 

dan manfaat guna mencapai persamaan 

dan keadilan 

(Pasal 28H) **

perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan HAM 

adalah tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah

(Pasal 28I) **

berkewajiban menghargai hak orang 

dan pihak lain serta tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan UU

(Pasal 28J) **

untuk hidup serta 

mempertahankan hidup 

dan kehidupan

(Pasal 28A) **

perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, harta benda, 

dan rasa aman serta untuk bebas dari 

penyiksaan

(Pasal 28G) **
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